
1. Pasal 18 Ayat (6) Undai g-Undang Dasar Tanun 1945; 
2. Undang-Undang Nomur 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupa ten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

3. Undang-Undang Nortor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negar J. yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3851); 

4. Undang-Undang Nornor 17 Taht,n 2003 teruang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republix Indorienia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 4355); 

6. Undang-Undang Nornor l 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indon esia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4421); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 309 Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran 
Pendapatan dan Bclanja Daerah merupakan dasar 
pengelolaan keuangan daerah dalam ma sa 1 tahun anggaran; 

b. bahwa berdaearkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud 
pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraruran Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang Tahun Anggaran 2016; 

BUPATI REMBANG; 

PERATURAN DAERAT-t KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 3 TAHUN 2015 

TENTAtlG 
ANOGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA GSA 

BUPATI REMBANG 
PROVlNSI JAWA fENGAH 

. ' 
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8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangun Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Dacrah (Lcrnbnran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor .. 26, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 tentang Sistcm 
.Iarninun Sosial rfas1onal (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tuhun : 004 Nornor 150, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

10 Undang-Undang No nor 28 Tahun 2009 rentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daer ah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor lJO, Tambahan Lembaran J\egara 
Republik Indonesia Nomor 5049}; 

11. Undarig-Undang Ncmor 12 TaLun 2011 tentang Pernbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Repub.ik Indonesia Nomor 5234); 

12. Undang-Undang l\omor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lernbaran Nege ra Republik Indonesia Nomor 
5495); 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tarnbaaan Ler-ibaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
ieruang Perubahan Kedua Aias Undang-Unc!ang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomcr 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemeriuah Nomor 30 Tafiun 2015 tentang 
Perubahan Kerujuhbelas Atas Peraturan Pernerintah Nomor 7 
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
24); 

15. Peraruran Pernerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ptmpinan dau Anggota 
Dewan Perwakilan ~akya~ Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 90, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana teiah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemeriruah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler clan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakila.i Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Tndonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Re pu blik I ndonesia N omor 4 712); 



. 
23. Peraturan Pemerinrah Nomor 69 Tahun 2010 tentanz Tata 

Cara Pemberian dan Pernanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

24. Peraturan Pernerintah Nornor 7·1 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemenntahan [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

25. Peraturan Pemerintah Norno- 30 I'ahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59); 

16. Pcraturan Pcmcrintuh Nomor 23 Tchur: 200:i tcntnng 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umurr (Lcmbaran 
Negara Rcpublik lndoncsa Tahun 2005 Nomor 4£, Tambahan 
Lembaran Negara Reput.lik Indonesia Nornnr 4502) 
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 ternang Perubahan PI.Rs Peraturan 
Pcrnerintah Nomor 23 Tahun 200~ tentang Pcngclolaan 
Kcuc.11114un Budan Luyu11.111 U111u1n [Lcmburan Ncg1:1r1:1 Rcpublil: 
Indonesia Tahun 2012 l\omor 171); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentung Dana 
Perirnbangan (Lembai Hll Ncgarn Reouhlik Indonesia Tahun 
2005 Nomor I 17, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

18. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm 
Informasi Keuangan Daeruh(Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan 
Pcmcrintah Nornor 65 Tahun 20 lO tentang Perubahan Alas 
Peraturan Pcmerinlah Nomor 55 Tahun 2005 tenlang Sistem 
lnformasi Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110); 

19. Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor l 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4578); 

20. Peraruran Pernerintah Nomor 65 TahUJ1 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan '.embaran Negara Republik Indonesia 
Now.or 4585); 

21. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 
Pemerint.ahan Daerah (Lernberan Negara Republik. Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593), 

22. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 Lentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik lnconesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 
4614); 
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26. Pcraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun ?.01~ tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Nr..{ara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5); 

'1.7. Peraruran Pernerintal' Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang M1'ik Negara / Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

28. Peraturan Presiden Noruor :il Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan da.n Peinanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fa'silitas Kesehatan Tingkat Pertama 
Milik Pemerintah Daera'i (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor S3 l}; 

29. Peraruran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Unnang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembenrukan Peraturan Perundang-unda.ngan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor !99); 

30. Peraturan Menteri Odam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuungan Daerah sebagairnana 
telah diubah beberapa kaJi tera.khir dcngan Peraturan Menteri 
Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011 teniang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan 'vlenteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 
2006 Len Lang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

31. Peraruran Menceri De lam Negeri Nomor 5?. Tahun 2015 
Len tang Pedoman Per yusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

32. Peraruran Daerah Kaoupaten Rembang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Re-nbang Nomor 
61); 

33. Peraruran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daers.h (Lembaran 
Daerah Kabupaten Rernbang Tahun 2007 Nomor 99 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rem.ba.r.g Nomor 72); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nornor 12 Tahun 
2008 tencang Orgarnsasi dan Tata Kerja Per ar.gkat Daerah 
Kabupaten Rernbang (Lembaran Daerah Kabupaten Rernbang 
Tahun 2008 Nomor 12, Tarnbahan Lemb.rran Duerah 
Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagairnana telah diubah 
dcngan Pcraturan Daerah Kabuputcn Rcrnbang Nornor 1 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas t>eraturan Daerah 
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Rcmbang (Lcmbaran Daerah Kabupaien Rcmbang Tahun 
2013 Nomor I); 
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(2) Pendapalan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) 
huruf a terdiri atas jenis pendapatan: 
a. Pajak Daerah sejurnlah Rp 38.153.500.000,00;. 
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 27.853.821.500,00; 
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan 
sejumlah Rp 6.340.000.000,00; 

d. Lain-lain Pendapatan Asli 
Daerah yang Sah Rp 108.460.357.000,00. 

(1) Pendapatan Dae rah se bagaimana dimaksud , dalarn Pasal 1 
terdiri atas: 

a. Pendapatan Asli Dae rah 
sejumlah Rp 180.807.678.500,00; 

b. Dana pcrr-n ba ngn 11 

sejumlah Rp 970.288.185.000,00; 
c. Lain-lain pe idapatan 

daerah yang sah st [umtah Rp 445.4 70.829.000,00;. 

Paeal 2 

Rp. 35~.974.&72.610,00 
Rp. 12.325.000.000,00 (-) 

Rp. 34 0.649.872.610,00 Pembiayaan Netto 

3. Pembiayaan Daerah: 
a. Penerimaan 
b. Pcngeluaran 

Rp. l .596.566.632.500,00. 
Rp. 1.937.216.~65.110,00, (-) 
(Rp. 340.649.872.610,00), 

1. Pendapatan Daerah 
2. Belanja Dae rah 

Defisit 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Rembang 
Tahun Anggaran 2016 sebagui berikut: 

Pasa' 1 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGOARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHl1N ANGGARAN 
2016 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI REMBANG 
dar. 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH KABUPATEN REMBANG 

Dengan Persetuj uan Bersama 

0,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
tahun Berkenaan: Rp 
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Rp 352.<:174.872.610,00 
Rp 12.22~.000.000,00 

a. Penerimaan sejurnlah 
b. Pengeluaran sejurnlah 

Pasal -: 

Belanja Langsung sebagaimana c.imaksud 
atas jerris belanja: 
a. Oelanja pcgawaJ scjumlah 
b. Belanja barang dan jasa sejurnlah 
c. Belanja modal scjumlah 

11. 

g. 

(1) Pernbiayaan Daerah sebagairnana d maksud dalam Pasal I t erdiri atas: 

Rp 138.340.513.800,00 
Rp 259.780.056.745,00 
Rp 387.881 .671.565,00 

pada ayat ( 1) huruf b terdiri 

Rp 320.058.833.000,00 
Rp l .000.000.000,00 

Rp 6.455.961.000,00 

GP 808.954.601.000,00 
Rp 37 .000.000,00 
Rp 
hp 8.237.928.000,00 
Rp 6.470.000.000,00 

Belanja Pcgawai sejurnlah 
Belanja Bunga sejurnla h 
Bclanja Subsidi scjumlah 
Belanja Hibah sejurnlah 
Belanja Banruan Sosial scjum'ah 
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ 
Kabupalen/Kola dan Pernerintahan Desa 
sejurnlah 
Belanja Bantuan Keuangs n Kepada 
Provinsi/ Kabupaten/ Koia, Pemeriniahan 
Desa dan Partai Politik sejurnlnh 
Belanja Tidak Terd uga sej urnlah 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
L 

(3} 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaiman= dirnaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri atas jenis belanja: 

Rp l.151.214.323.000,00 
Rp 786 002.242.110,00 

a. · Belanja Tidak Langsung sejurr.lah 
b. Belanja Langsung sejurnlah 

( 1) Belanja Daerah sebagaimana dims-ksud dalam Pasa! l terdiri atas: 

Pas II 3 

a. Hibah sejurnlah Rp l .566. 904.000.00; b. Dana Dururut scjumluh r.?p O,UO; 
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Pi winsi clan 

Pernerintah Daerah Lainnya scjum.ah Rp 75.549.967.000,00; 
d. Dana Penyesuaian dan Otonor u Khusus 

sejumlah Rp :368.353.958.000,00; 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yaJ1g sal- seoagaimaua dimaksud pa<la ayai 
(I) h'ur-uf c tt"'rrliri atas jr-rris pcndapatan: 

28.052. 000.000,00; 
785.380.985.000,00; 
156.8.55.200.000.QO. 

Rp 
Rp 
Rp 

(3) Dana. perimbangan sebagairnana dimaksud pada aynt (1) hu:uf b terdiri 
atas jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasi1 Bukan 
Pajak sejumlah 

b. Dana Alokasi Umum sejurnlab 
c. Dana Aloka si Kh u s u s sejumrah 



Uraian lebih lanjut Anggaran PendapaLan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, rercanrurn dalam Larnpiran 
yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan nari Peraturan Da erah ini, terdiri 
atas: 
1. Lampiran I Ringkasan APBD; 
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pernei intahan Daerah dan 

Organisasi; 
3. Larnpiran UT Rincian APBD menurut Urusan Perneri-itahao Daerah, 

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pernbiayaan; 
4. Larnpiran IV Rekapitulasi Belanja rncnurut Urusan Pernerintahan Daerah, 

Organisasi, Program, dan Kegiatan; 
5. Larnpiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Dae rah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

6. Lampiran VI Daftar Jurnlah Pegawai Per Golonga.t den Per Jabatan; 
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah; 
8. Lampiran Vlll Daftar Penyertaan ModaJ (lnvestasi) Daerah; 
9. Larnpiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah; 
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Pcnambahan dan Pengurangan Aset 

Lainnya; 
11. Larnpiran Xl Daftar Kegiatan-Kegiaran Tahun Anggaran Sebelumnya yang 

Belum Diselesalkan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran i,, i; 

12. Lampiran XIr Daftar Dana Cadangan Daerah dan 
13. Larnpiran XJII Daftar Pinjarnan Daerah dan Obligasi Daerah. 

Pasal 5 

12.270 000.000,00 
~ 5.000.000,00 

0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas 
jenis pembiayaan: 

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 
Anggaran Sebelumnya sejumluh (SiLPAj Rp 352.974.872.610,00 

b. Pencairan Dana Cadangan sejurnlah Rp 0,00 
c. Hasil Penjualan Kekayaan Dae-ah yang 

diplsahkan sejurnlah Rp 0,00 
d. Penerimaan Pinjarnan sejurnlah Rp 0,00 
e. Penerimaan Kernbali Pemberian Pinjaman 

sejumlah Rp 0,00 
f. Penerimaan Piutang Daerah sejurnlah Rp 0,00 
g. Pencairan Deposi to sejumlah Rp 0,00 

(2) Penerirnaun sebagaimana dimaksud puda uyut ( 1) huri.I u tcrdiri atas jcnis 
pem biayaan: 

0,00 a. Pembentukan Dana Cadangan seiumlah Rp 
b. Penyertaan Modal [Investasil Pemerintah 

Daerah sejumlah Rp 
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 
d. Pemberian Pinjaman Dae rah sej umlah Rp 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINS! JAWA 
TENGAH : 3 / 2015 

HARISUSANTO 

~--- 
F 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal 28 Desember 2015 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG 

Pj.BUPATI REMBANG, 

Ditetapkan di Rembang 
pad.a tanggal 28 Desember 2015 

Peraturan Daerah ini berlak:u untuk Tahun Anggaran 2016. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerab ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Rem bang. 

( l) Dalam keadaan darurat, Pemerintab Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
clisampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedik.it 
memenuhi kriteria : 
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; 
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan 
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka 

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Pasal 7 

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 
Anggaran 2016. 

Pasal 6 

Pasal 8 


